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Abstrak

Berdasarkan hasil observasi diketahui balmwa Implementasi Peratwran Daerah Kabupaten
Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan belum optimal. Metode penelitian
yang diqumakan dalam penelition ini adalah metode kualitorif, Lamanya penelitian yang penulis
lakukan selama 9 bulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan,
studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanvak
15 orang yang terdiri dari 4 pegawai Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran vang
menangani ijin gangguan dan masyarakat yang ingin memperoleh izin gangguan sebanyak Il orang.
Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah Data Reduction (Reduksi Data), Date Display
(Penyajian Data) dan Verifikasi Data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat
disimpulkan bahwa :1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Retribusi Izin Gangguan belum dilaksanakan dengan haik. Hal ini dibuktikan dengan
sebagian besar informan menyatakan kurang baik. Sementara observasi yang dilakukan secara
langsung oleh peneliti, balwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun
2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan belum diimplementasitan sesuai dengan baik. 2) Adanya
hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Talun 2010 Tentang
Retribusi Izin Gangguan, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan kegiatan
usahanva, kurangnva dukungan anggaran, ketersedivan sumber daya manusia yang kurang memadai,
sosialisasi kepada masyarakat masih kurang, servta kurangnva pengawasan dan evaluasi. Begitupula
berdasarkan observasi yong penulis lokukan dikelohui bahwa selama ini Implemeniasi Peraturan
Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Remibusi fzin Gangguan masiht adu
hambatan yang disebabkan kurangnya ketegasan aparatur pelabsana sehingga menyebabkan masih
banyaknya usoha vang dijalankan masyarakat tidak memiliki izin. 3) Untuk mengatasi hambatan
maka dilakikan berbagai upayva dalam Implementasi Peratwran Daerah Kabupaten Ciamis Nomar §
Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan yaitu melakukan pendataan Lepada kegiatan usaha
masyarakat serta melakukan pembinaan kepada masyarakat yang diharapkan pemahaman
masyarakat meningkal selain itu dilakukan upava peninghatan profesionalisme petugas melalui
kegiatan pelalihan yang diselenggarakan sehingga dupat meningkatkan kemampuan petugas dalam
melaksanakan fungsi dan perannya secara optimal. Begituptlu dengan hasil observasi vang dilakukan
oleh penulis hahwa ada upaya antara lain melakukqn pendataan kepada masyarakat yang memiliki
usaha dan melakukan pengawasan kepada masyarakat selain ilu petugas pelaksana mendapatkan
pembinaan dan pelatihan sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan
tigasnya.

Kata Kunei : Implementasi, Kebijaken, Retribusi [zin Gangguan

PENDAHULUAN pemerintahan  dan  dalam  hal  pengelolaan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 kevangan antara  pemerintah  pusat  dan
tentang Pemerintahan Dagrah, dan Undang- pemerintah  daerah. Hal tersebut merupakan
Undang No. 33  Tahun 2004  tentang kebijakan wvang dipandang sangat demokratis
Perimbangan  Keuangan antara  Pemerintah dan  memenuhi  aspek  desentralisasi  yang
Pusat dan Pemenntah Daerah, menjadi longgak sesungguhnya. Dengan adanya olonomi daerah,
awaldari otonomi daerab yang sesungguhnya pemerintah  dacrah  mempunyai  hak dan
(tidak semu} dan membawa perubahan kewajiban mengatur dan  mengurus  sendiri
mendasar pada pola hubunganantar- urusan pemerintahanya untak meningkatkankan
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efesiensi dan elektivitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat. Untuk menyelenggarakan
pemerintahan  terschut,  Daeralh  berhak

mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam
mclaksanakan  tugas  pemcrintahan  dan
pembangunan senantiasa memerlukan sumber
penerimaan yang dapal diandalkan. Kebubtuhan
ini semakin dirasakan oleh daerah terutama
sejak berlakunya otonomi daerah di Indonesia.
Dengan adanya penerimaan daerah yang dapat
mendukung pembiayaan pengeluaran daerah,
Undang- Undang lenlang Pemerintah Daerah
menctapkan pajak dan retribusi daerah menjadi
sumber pendapatan daerah dan  dapat
dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-
masing daerah.

Retribusi Daerah selain sebagai salah sat
sumber penerimaan bagi pemerintah daerah
juga merupakan faktor yang dominan
peranannya dan konbibusinya untuk menunjang
pemerintah  dacrah.Salah satu dari retribusi

tersebut  adalah  retribusi  izin  gangguan.
Meskipun bukan penerimaan retribusi yang
Wtarna, npamun  refribusi pelayanan  izin

gangguan Kabupaten Pangandaran memiliki
peranan yang cukup penting, yakni sebagai
salah satu penyumbang dalam penerimaan
retribusi  daerah pada khususnya dan
Pendapatan Asli Daerah pada umumnya.

Salah satu jenis retribusi yang penulis teliti
adalah retribusi izin gangguan mengingat hasil
pemungutan retribusi izin daerah memberikan
kontribusi  yang  cukup besar terhadap
pendapatan asli daerah. Namun demikian dalam
pelaksanaanya belum optimal sehingga target
yang ditetapkan tidak tercapai, sehingga hal ini
menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan
retribusi  izin - gangguan belum  terlaksana
dengan baik,

Melihat potensi pasar yang cukup besar,
pengelolaannya memang harus
dioptimalkan. Pengelolaan pasar harus
dilaksanakandengan  baik  sesuai  dengan
Peraturan Daerah supayamemperoleh
pemanfaatan hasilyangoplimaluntuk
kescjahteraan bersama,

Namun berdasarkan hasil observasi yang
dilakukan oleh penulis dimana diketahui bahwa
Implementasi  Peratwan  Daerah  Kabupaten
Clanus Narnot 5 Tahun 2010 Tentany Retribus
[zin Gangguan oleh Kantor Kecamatan Parigi

]t

Kabupaten Pangandaran belum optimal, hal ini
terlihat dant adanya indikator-indikator sebagai
berilut;

Belum tercapainya target penerimaan
retribusi izin ganggeuan vang berasal dari objek
retribusi, karena objek retribusi masih ada yang
belum membayar lunas namun tidak dilakukan
sural leguran kepadanya.

Belum  oplimalnya  sosialisusi yang
dilakukan oleh pegawai kecamatan kepada para
pengusaha orang pribadi atau badan yang dapal
menimbulkan ancaman bahaya, sehingga
mengakibatlkan masyarakat belum mempunyai
izin dari usaha/kegiatannya dan masyarakat
belum memahami betul bilamana masa berlaku
izin itu telah habis maka harus memperpanjang
izin gangguan itu.

Pengurusan izin tidak tepat waktu sesuai
dengan agenda yang telah ditentukan sehingga
berdampak pada pemohon izin yang lain,
Contohnya pengurusan izin yang dijanjikan
oleh pegawai dapat sclesai sclama 14 hari kerja
ternyata tidak selesai. _

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk
membatasi  masalah  yang  diteliti  penulis
merumuskan masalah sebagai berikut @ 1)
Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor & Tahun 2010
Tentang Retribusi Izin Gangguan oleh Kantor
Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?; 2)
Bagaimana hambatan-hambatan yang timbul
dalam  Implementasi  Peraturan Daerah
Kabupaten Ciarmis Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Retribusi [zin Gangguan oleh Kantor
Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran 7; 3)
Bagaimana wupaya yang dilakukan guna
mengatasi  hambatan-hambatan yang timbul
dalam  Implementasi  Peraluran  Daersh
Kabupaten  Ciamiz MNomor 8 Tahun 2010
Tentang Retribusi Izin Gangguan oleh Kantor
Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran '

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah deskriptif analitis | yailu sualu
metode yang menggambarkan kegiatan untuk
memecahkan masalah yang ada pada waklu
penelitian  dilakukan dengan cara mencari,

mengumpulkan  dan  menyusun  data  secara
sistematis  kemudian dianalisis  untuk
mendapatkan pemeciahan masalah,.  Waklu

penelitian yang penulis lakukan kurang lebih
Lamanya penelitian yang  penulis  lakukan

Halaman | 404



e e e e
il el G

Tentang Retrib

e

SLan L

usi izin Gangguan Oleh Kanlor Kecamalan Parigi

14 AP R o - =
1TEE ST 4 1

Kabupaten Pangandaran Tahun 2014
YAYAN INDRA RUSDIANSYAH

kurang lebih @ bulan, terhitung mulai dan bulan
Oktober 2014 sampai dengan bulan Juni 20135
di Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten
Pangandaran

Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data primer dan data skunder. Sumber
data dalam penelitian ini sebanyak 15 orang
yang terdiri dari 4 pegawai Kantor Kecamatan
Parigi Kabupaten Pangandaran yang menangani
ijin gangguan dan masyarakat yang ingin
memperoleh izin gangguan sebanyak 11 orang.
Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan
melalui studi pustaka dan studi lapangan
dengan cara anglket dan observasi.

Dalam penelitian ini penulis mengunakan
teknik analisis data kuantitatif, yaitu melalui

pengolahan  data  yang  ditabulasikan  dan
dideskripsikan ke dalam tabel distribusi
frekuensi.

LANDASAN TEORITIS

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 8§ Tahun
2010 tentang Retribusi Izin Gangguan itu
adalah mcrupakan salah satu bentuk kebijakan
Pemerintah  Kabupaten — Ciamis Kebijakan
merupakan suatu rencana, sikap, perbuatan,
himpunan keputusan dan tindakan serla
pengawasan yang terorganisic, untuk mencapai
suatu tujuan tertentu melalw  penggunaan
sarana-sarana tertentu, mchputi swatu wakiu
tertentil dengan melalui Lahap-tahap
tertentu.Pelaku  kebijakan dinamakan aktor-
aktor, yvaitu orang atau lembaga atau kelompok
tertentu yang merupakan atau mclaksanakan
siaty  kebijakan, untuk memecahkan suatn
masalah yang memang perlu segera dipecahkan.
Suatu kebijakan akan memiliki nilai penting
dan bermanfaat apabila adanya implementasi
atas kebijakan i,

Adapun  Solichin {1987 i12)
mengemukakan bahwa : “Implementasi adalah
tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh
individu-individwpejabat-pejabal atau
kelompok-kelompok  pemerintaly atau  swasta
yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan
yang telah digariskan dalam  keputusan
kebijakan™

Widodo {2010:88) memberikan pengertian
implementasi sebagai berikut :

Tmplementast  merupakan suatul  proses

yang melibatkan sgjumlah sumber yang

termasuk manusia, dana, dan kemampuan

organisasional  yang  dilakukan  oleh
pemerintah maupun swasta (individu atag
kelompok). Proses tersebut dilakukan
untuk mencapai  tujuan  yang  telah
ditetapkan  sebelumnya  oleh  pembuat
kebijakan.

Berdasarkan pengertian  terscbut  dapat
disimpulkan bahwa implementasi bermuara
pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau
mekanisme suatu sistem, Ungkapan mekanisme
mengandung arti bahwa implementasi bukan
sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang
terencana dan  dilakukan secara sungguh-
sungguh berdasarkan acuan norma tertentu
untuk mencapai tujuan kegiatan,

Sesuai dengan kebijakan Bupati Ciamis
dalam  memperccpat  dan  meningkatkan
pelayanan kepada pemohon Izin Gangguan
untuk kegiatan berdasarkan Peraturan Bupati
Ciamis Nomor 18 Tahun 2010 tentang
pelimpahan schagian - kewenangan
pemerintahan dari Bupati kelada Camat; pada
saat ini yang melaksanakan pemberian izin
gangguan adalah Camat setempat. '

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan
pada Pasal | angka 7 dinyatakan bahwa :

[zin Gangguan adalah pemberian izin
tempat usaha kepada orang pribadi atau
badan di lokasi tertentu yang mechiputi
kegiatan pengendalian dan pengawasan
supaya usaha terscbut tidak menimbulkan
bahaya, kerugian dan gangguan.

Selanjutnya di dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis MNomor ¥ Tahun 2010
tentang Retribusi Tzin Gangguan pada BAB T1
Pasal 2 tentang Perizinan dinyatakan bahwa :
{1}Setiap orang atau badan hukum yang

mengadakan usaha yang dapat menimbulkan
bahaya, kerugian dan gangguan masyarakal
serta kelestarian lingkungan harus
mendapatkan izin bupali;

{2)Sectiap orang atau badan hukum yang akan
mendirikan, memperluas atan mendaftarkan
ulang kegiatan usaha dimana usahanya
berpotens menimbuikan pencemaran
lingkungan diwajibkan melengkapi dengan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
{AMDAIL)} atau Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan {UPL) dan perizinan lain yang
meningkat;
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(3)Setiap orang atau badan hukum vang Lelah (2)Objek retribusi  adalah pemberian  izin

diperoleh  izin  gangguan  schagaimana gangguan atas lempat usaha yang dapat
dimaksutf dalam ayat (I} pasal im terlchih menimbulkan  bahaya, kerugian  dan
dahulu wajib membayar retribusi; gangguan masyarakat serfa  kelestarian
Di dalam Peraturan Dacrah Kabupaten linghungan.
Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi (3)Subjek retribusi adalah orang atau badan
Izin Gangguan pada BAB Il Pasal 3 hukum  yang mendapatkan  dan  atau
dinyatakan bahwa : memperoleh izin gangguan atas lempat
{(1)Dengan  pama  Retribusi  Izin  Gangguan usitha.
dipungut retribusi sebagai pembayaran atas (4)Tata cara dan persyaralan permohonan izin
pemberian Izin Gangguan kepada orang atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
badan hukum dilokasi tertentu yang dapat Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut
menimbulkan  bahaya, kerugian, dan dengan Keputusan Bupati.
pangpuan masyarakat serta kelestarian
lingkungan.
PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi
Izin Gangguan ¢leh Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor § Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan oleh Kantor Kecamatan
Parigi Kabupaten Pangandaran dari 8 dimensi yang dijadikan tolak ukur belum dilaksanakan secara
efektif. Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar informan menyatakan kurang baik.

Sementara berdasarkan observasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti pada nb}rek
penelitian, bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang
Retribusi Izin Gangguan olch Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sudah
diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Dacrah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin
Gangguan walaupun belum optimal.

Berdasarkan uraian-uraian hasil penclitian tiap indikator tersebut di atas, maka dapat disajikan
hasil rekapitulasi dalam tabel berilut :

Tabel 4.1
Rekapitulasi Hasil Wawancara Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Retribusi Izin Gangguan Oleh Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

No | Sub Variabel Indikator Flash Pomabkasan
Baik Cukup
! Tata cara Diberikan kepada setiap | Informan nomor 1.2,3,4 | Informan nomor
pemberian ixin | orang atau badan hukum | menyatakan sudah 5,6,7,89.1011,

yvang mengadakan usaha | dilaksanakan dengan 12,13,14,15 menyatakan
yang dapat mamberikarn izin kurang dilaksanakan
menimbulkan bahaya, kepada pemohon izin karcna kurangnya
kerugian dan gangguan kesadaran masvarakat
misyarakal scria dalam mengajukan izin
kelestarian lingkungan,
Izin diberikan kepada Informan nomor Informan nomor
setiap orang atau badan 1,2.3.4.56 menyatakan | 7.89,10,11,12,13,14,15 -
hukum yang akan sudah dilaksanakan menyatakan kurang
mendirikan, memperluas | terhadap masyarakat dilaksanakan karena
arall mendafiarkan vlang | yang mengajukan izin masyarakal kurang sadar
kegiatan nszha dimana untuk melaporkan
usahunya berpotensi usalianya
menimbulkan
pencemaran lingkungan . ;
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Tentang Retribusi lzin Gangguan Oleh Kantor Kecamatan Parigi

Prinsip Prinsip penetapan tarif Informan nomaor Informan nomor
penetapan retribusi izin gangguan [,2,34,7 menyatakan 5689 10,11, 12,13.14.15
sirukiur dan adalab uneuk pengganti sudah dilaksanakan menyatakan kurang
besarnya laril | administrasi biaya sesuai ketentuan dilaksunakan karena masih
retribusi survey lapangan; adanya biaya lain
Prinsip penclapan tarift | Informan nomor 1,2,3.4 | Informan nomor
retribusi izin pangguan menyatakan sudah 5,6,7,89,10,11,
adalah untuk dilaksanakan scsuai 12,13,14,15 menyatakan
pengendalian usaha tarif kurang dilaksanakan sesoai
yang menimbulkan tarif karena kenyataanya
bahaya; ada biaya tambahah
Prinsip penetapan tarif Informan nomor Informan nomor
retribusi izin gangguan 1,23457 68,910,011, 12,13,14,15
adalah unnik menyalakan sudah menyatakan kurang
pengawasan dilaksanakan sesuai dilaksanakan karena
kegiatan/usaha vang dengan ketentuan kurang dilakukan
dapat menimbulkan pengawasan terhadap
bahaya kerugian; kegiatan usaha
Prinzip penetapan tarif Informan nomor 1,2,3 4 | Informan nomor
retribusi izin gangguan menyatakan sudah 567891011,
adalah untuk biaya dilaksanakan 12,13,14,15 menyatakan
pembinaan oraty atay pembinaan kurang dilaksanakan
badan usaha yang pembinaan kepada
menimbulkan bahaya masyarakal
Pecmbavaran Bilamana pcrusahaan Informan nomor 1,2,3,4 | Informan nomor
dana sebelum mendapatkan menyatakan sudah 5,6, 7,89.10,11,
keterlambatan | izin sudah menjalankan | dilaksanakan dengan 12,13,14.15 menyatakan
usahanya lebih dar 3 membertkan denda kurang dilaksanakan sesuai
{tiga) bulan, yang kepada masyarakat ketenmian karena kuramya
bersanghutan wajib yang terlambat dilakukan pengawasan
membayar dana membayar retribusi terhadap kegiatan asaha
keterlambatan sebesar
30% dari biaya retribusi
i7in gangpian;
Pembayaran dana Informan nomor 3 4 Informan nomor
keterlambatan menyatakan sudah 1,256 7891011,
dilaksanakan bersama- dilaksanakan dengan 12,13,14,15 menyatakan
sama dengan mengharuskan wajib kurang dilaksanakan
pembayaran retribusi retribusi membayar karena masih adanya wajib
izin ganpguan. lunas retribusi yang belum
membayar
Besamya Besamnya tarif dasar Informan nomor 1.2 Informan nomor
retribusi untuk dafiar ulang izin menyatakan sudah 34,560,789 10,11,
pangguan (HO) dilaksanakan kepada 12,13,14,15 menyatakan
ditetapkan sebesar 3% wajib retribusi lurang dilaksanakan
dari besamya retribusi schingga masih banyak
iZin gangguan, wajib retribusi vang tidak
melakukan daftar ulang
Izin pemindahan hak Informan nomer 1,2,3.4 | Tnforman nomoar
kepemilikan badan menyatakan sudaii 3.0,7,8,9.10,11,
usaha dikenakan dilaksanakan sesua 12,13,14,15 menyatakan
retribusi sebesar 50% ketentuan bagi yang kurang dilaksanakan
dari biaya retribusi izin | melakukan karena masih adanya
L LT pemindahan hak masyarakat yang kurang
sadar melapdhan
pemindabian haknya
kepada petugas
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Tata cara Retribusi dipungut Informan nomor 1,234 | Informan nomor
pcmunguian dengan menggunakan 5,6,7.8.9.10, 1112,13,14,15 menyatakan
refribusi Surat Ketetapan menyatakan sudah kurang dilaksanakan
Retibusi Daerah sesuai | dilaksanakan dengan karena masih ada petupas
dengan Peraturan mengmunakan SKRD yang memungut tidak
Daerah Kabupaten menggunakan SKRD
Ciamis Momor 8 Tahun
2010 tentang Relribusi
Izin Gangguan atau
dokumen lain yang
dipersamakan:
Bentuk dan isi Surat Informan nomor 1,234 | Tnforman nomor 5,6
Ketetapan Retribusi o1.8.9. 10,11, menyatakan kurang
Dacrah dan dokumen 12,13,14,15 dilaksanakan sesuai
lain yang menyatakan sudah ketentuan
diperscmbahkan dilaksanakan scsuai
ditetapkan dengan ketentuan
keputusan bupari,
Keterlambatan | Adanya pengeluaran Informan nomor Informan nomor 8,9,10,11,
pembayaran surat teguran, surat lain 1,2,34.5, 69,1011, 12,13,14,15 menyatakan
retribusi yang sejenis sebagai 12,13,14,15 kurang dilaksanakan
awal tindakan menyatakan sudah karena selama ini hanya
pelaksanaan penagihan | dilaksanakan dengan diberikan pengarahan saja
retribusi setefah 7 hari memberikan surat
sejak jatuh tempo peringatan
pembayaran;
Dalam jangka wakiu 7 Informan nomor Informan nomor 14,15
(tujuh) hari setelah 1,2,345,6,7,8,9,10,11, | menyatakan kurang
tanggal surat 12,13, menyatakan dilaksanakan karena masih
teguran/surat lain yang sudah dilaksanakan ada masyarakat yang tidak
sejenis dilerima subjek dengan memberikan memperoleh sural lepuran
retribusi wajib melunasi | tepuran melalui surat
retribusinya yang
tcrutang;
Surat teguran surat Informan nomor Informan nomor 14,15
peringatan surat lain 1,2,3,45,6,7.8,9,10,11, | menyatakan kurang
yang sejenis dikeluarkan | 12,13, menyatakan dilaksanakan karena masih
oleh Bupati melalui sudah ditaksanakan ada masyarakat yang tidak
camat. dengan menggunakan mendapatkan surat teguran
Slraf (epuran
Sanksi Apabila wajib retribusi Informan nomor 1.2,3.4 | Informan nomor
adminisirasi tidak membayar tepat 56,7.8.9.10,11, 12,13,14,15 menyatakan
dan pada waktunya atau menyatakan sudah kurang dilaksanakan
pengawasan lrrang membayar dilaksanakan dengan dengan memberikan snaksi

dikenakan sanksi
administrasi berepa
denda 2% (dua persen);

memberikan sanksi

kepada masyarakal

Dilakukan pengawasan
kepada bagian
pengurusan retribusi di
kantor camat terhadap
implementasi kebijakan
olch BPPT;

Informan nomor 1,25 4
7.8.9 10,11, 12,13
menyatakan sudaly
dilaksanakan
pengawasan olch BPPT

Tatormun nomor 56,714,135
menyatakan kurang
dilaksanakan pengawasan
secara rutin oleh BPPT

Dxitakukan pembinaan
kesadaaran hukum
aparamr dan
masyarakat;

Ialvrman nomor 1,2,3 4
6,7.8,9.10,11, 12.13,14
menyatakan sudah
dilakukan pembinaan
kepada aparatur

Informan nomor 5,15
menyatakan kurang
dilaksanakan pembinaan
kepada aparatur secara
rutin
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Dilakukan peningkatan
profesionalisme aparatur
pelaksana kebijakan
tentang relribusi izin

Informan nomor 1,23 4
567891011, 12,13
menyatakan sudah
dilaksanakan pelatihan

Tnforman nomor 14,15

menyatakan kurang
ditaksanakan pelatihan
aparatur yang masih barg

1

pelaksanaaan fungsi
pengurusan retribusi.

gangguan (HO) dalam meningkatkan schingg belum mampn
profesionalisme melaksanakan mgasnya
aparatur dengan baik

Dilakukan peningkatan - [nforman nomor

peran dan fungsi 1,23456,7.8.9,10,11,

pelaporan unmuk 12,13,14,15 menyatakan

pertanggungjawaban kurang dilaksanakan

pocningkatan kemapuan
pemigas dalam
melaksanakan peran
maupun fungsinya dengan
baik

Dilalkan tindakan
penertiban terhadap
masyarakat yang tidak
melaksanakan ketentuan

Informan nomor 1,234
0, 71,8,9,10,11, 12,13,
menyatalkan sudah
dilakukan penertiban

Informan nomeor 3,14,15
menyatakan belum kurang
dilakukan penertiban
kepada usaha yang

melaksanakan ketentuan

menyatakan sudah

retribusi izin gangguan | secar bertahap dijalankan masyarakat
(HOY yang belum memiliki izin
Adanya penyerahan Informan nomor 1,234 | - '
penanganan pelanggaran | 56789 10,11,

yvang tidak 12,13,14,15

yang melanggar.

wewenangnya dengan
memindahkan tempat
tugasnya

retribusi 1zin ganggian dilaksanakan

(HO) kepada lembaga penverazhan penanganan
peradilan; pelanggaran

Pengenaan sanksi Informan nomeor 1,2,3,4 | -
administrative dan 5,6,7,8,9,10,11,

hukuman disiplin 12,13,14,15

kepada para petugas menyalakan sudah
pelaksana pengurusan dilaksanakan pemberian
atministrasi izin sunksi kepada petupas
retribusi gangvan (HO) | yang menyalahgunakan

Rata-rata

47.33

52.67

Hambatan-hambatan yang timbul dalam
Implementasi Peraturan Dacrah Kabupaten
Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang
Retribusi Izin Gangguan oleh Kantor
Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran
Berdasarkan hasil wawancara, terdapat
beberapa  hambatan  yang dihadapi  dalam
Implementasi Peraturan Daerah  Kabupaten
Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi
Izin Gangguan oleh Kantor Kecamatan Parigi
Kabupaien Pangandaran sebagai berikut :
1. Petugas belum optimal dalam memberikan
izin karena kesadoran masyarakat masth
kurang dalam mendaftarkan usahanya

2. Masih adanva masyarakat yang berusaha
tidak memiliki izin pangguan sehingga

target retribusi tidak tercapai

3. Kurang

memadainya
survey sehingga menyehabkan pelayanan

dngiraran

retribusi belum optimal

4. Pengendalian usaha belum  dilaksanakan

dengan baik oleh pelugas pelaksana

5. Pengawasan belum dilaksunakan secara

rutin oleh petugas

6. Kurangnya pembinsan werhadap kematan

usaha yang dijalankan masyarakat

7. Kurang

Lemisnya

dalam

pengusaha yang belum memuliki izin
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8. Masyarakat tidak  membayar
bersama sama denda dengan retribusi

9. Kurangnya masyarakat dalam melakukan
daftar ulang

10. Masyarakat tidak memberitzhukan
pemindahan haknya kepada petugas

11. Sudah diperingatkan namun belum optimal

12. Diberikan surat teguran namun masyarakt
belum memenuhi kewajibannya

13. Adanya surat peringatan namun belum
ditindaklanjuti

14. Belum dikenakan sanksi yang legas

15, Pengawasan yang dilakukan BPPT belum
optimal

16. Kurangnya pembinaan terhadap petugas
dan masyarakat

17. Kurangnya peningkatan
pctugas

18. Kurangnya peningkatan peran dan fungsi
petugas

19. Kurangnya dilakukan penertiban terhadap
masyarakat

20. Kurang dilakukan penyerahan penanganan
pelanggaran

21, Kurangnya pengenaan sanksi administrasi
dan hukuman disiplin
Berdasarkan hasil  observasi  dapat

diketahui bahwa beberapa hambatan yang

dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah

Kabupaten Ciamis MNomor § Tahun 2010

Tentang Retribusi Izin Gangguan oleh Kautor

SCCAr

profesionalisme

Kecamatan Paripi Kabupaten Pangandaran
masih ada hambatan yang  dischabkan
kurangnya  kelegasan  aparatur  pelaksana

sehingga menyebabkan masih banyaknya usaha
yang dijalankan masyarakat tidak memilild izin.

Upaya yang dilakukan puna mengatasi

hambatan-hambatan vyang timbul dalam

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten

Ciamis Nomor 8 Tahun 2000 Tentang

Retribusi  Izin  Gangguan olch  Kantor

Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran
Berdasarkan  hasil wawancara, terdapat

beberapa  upaya yang dilakukan dalam

Implementasi Peratwran Dacrah  Kabupaten

Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Teptang Retribusi

Izin Gangguan oleh Kantor Kecamatan Parigi

Kabupaten Pangandaran sebagai berilout ;

1. Melakukan penertiban kepada pengusaha
vang belum memiliki izin gangpuan dengan
melakukan pendataan  kepada kegiatan
usaha yang ada di masyarakat

2. Melakukan sosialisasi kepada masayarakal
dengan  melibatkan  pemerintaban desa
unluk membaniu menginformasikan kepada
msavarakat mengenai berbagai ketentuan
dalam proses pembuatan izin gangguan,

3. Melakukan penambahan anggaran dalam
pelaksanaan pemungutan retribusi schingga

dapat meningkatkan implementasi
kebijakan dengan optimal
4. Melakukan pengendalian wsaha  oleh

pemgas kepada masyarakal yang belum
memiliki izin usaha

5. Meningkatkan pengawasan secara rutin
kepada masyarakat yang memiliki usaha

6. Meningkatkan pembinaan terhadap
kegiatan usaha yang dijalankan masyarakat

7. Melakukan penertiban kepada pengusaha
yang belum memiliki izin  dengan
membantu  masyarakat yang  kesulitan
dalam membuat izin karena ketidaktahuan
terhadap aturan

8. Mulai menerapkan sanksi yang tegas
kepada masyarakat yang tidak membayar
secara bersama sama denda dengan
retribusi

9. Menghimbau masyarakat untuk melakukan
daftar ulang apabila batas waktu
kepemilikan surat izin sudah habis,

10. Menghimbau masyarakat untuk
memberitahukan  pemindahan  haknya
kepada petugas

11. Mulai melakukan penegakan sanksi kepada
pengusaha yang belum membayar retribusi

12. Memberikan surat teguran disertai tenggang
waktu kepada masyarakat yang  belum
memenuhi kewajibannya

13. Memberikan peringatan kepada masyarakat
yang belum membayar

14. Memberikan sanksi yang tegas kepada yang
belum membayar retribusi

15. Melakukan kerjasama untuk meningkatkan
pengawasan vang dilakukan oleh BPPT

16. Meningkatkan pembinaan lerhadap petugas

dan rmasyarakat schingga dapat
meningkatkan kesadaran dalam
melaksanakan hak dan kewajibannya,

17. Meningkatkan prolesionalisme  petugas

melalui kegiatan pelatihan
8. Meningkatkan peran dan [ungsi pelugas

dalam melakukan pengelolaan retribusi
melalui kegiatan  pembinaan dan
pengarahan

19. Melakukan penertiban terhadap masyarakat
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20. Melakukan pemanggilan kepada
masyarakat yang tetap kurang
mengindahkan surat peringatan  atau
teguran

3}. Memberikan  sanksi administrasi  dan

hukuman disiplin bagi petugas jika ada
yang menyalahgunakan wewenangnya.

Berdasarkan  hasil  observasi  dapat
diketahui bahwa beberapa upaya untuk
mengatasi hambatan vang dihadapi dalam

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten
Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi
Izin Gangguan oleh Kantor Kecamatan Parigi
Kabupaten Pangandaran diantaranya adalah
melakukan pendataan kepada kegiatan usaha
masyarakat serta melakukan pembinaan kepada
masyarakat yang diharapkan pemahaman
masyarakat meningkat selain itu dilakukan
upaya peningkatan profesionalisme petugas
melalui kegiatan pelatihan yang
diselenggarakan schingga dapat meningkatkan
kemampuan  petugas  dalam  melaksanakan
fungsi dan perannya secara optimal.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan  hasil  peneliian  dan

pembahasan dapat ditarik simpulan sebagai

berilout:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten
Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang
Retnbusi Tzin  Gangguan olch Kantor
Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran
belum  dilaksanakan  sesuai  dengan
Peraturan Daerah  Kabupaten Ciamis
Nomor § Tahun 2010 tentang Retribusi Izin
Gangpuan. Hal ini dibuktikan dengan
secbagian  besar  informan  menyatakan
kurang dilaksanakan sesuai  ketentuan.
Sementara  berdasarkan  observasi yang
dilakukan secara langsung oleh penelit
pada obyek penelitian, bahwa Implementasi
Peraturan  Dacrah  Kabupaten  Ciamis
Nomor § Tahun 2000 Tentang Retribusi
Izin Gangguan olch Kantor Kecamatan
Parigi Kabupaten Pangandaran sudah
diimplementasikan sesuai dengan Peraturan
Daerah Momor ] Tahun 2010 tentang
Retribusi Izin Gangguan walaupun belum
dilaksanakan sesuai kelentuan.

2. Adunya hambalan dalam Implementasi
Peraturan - Daerah  Kabupaten  Ciamis
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Nomor & Tahun 2010 Tentang Retribusi
Tzin Gangguan oleh Kantor Kecamatan
Parigi Kabupaten Pangandaran, antara lain
yaitu : kurangnya kesadaran masyarakat
dalam mendaftarkan kegialan usahanya,
lkurangnya dukungan alggaran,
ketersediaan sumber daya manusia yang
kurang memadai, sosialisasi kepada
masyarakat masih kurang, serta kurangnya
pengawasan dan evaluasi dalam
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten
Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang
Retribusi Tzin (Gangguan. Begitupula
berdasarkan observasi yang penulis lakukan
diketahui bahwa selama ini Implementasi
Peraturan  Daerah  Kabupaten Ciamis
Nomor § Tahun 2010 Tentang Retribusi
Izin Gangguan olch Kantor Kecamatan
Parigi Kabupaten Pangandaran masih ada
hambatan yang disebabkan kurangnya
ketegasan aparatur pelaksana schingga
menyebabkan masih banyaknya usaha yang
dijalankan masyarakat tidak memiliki izin,

Untk mengatasi  berbagai  hambatan
tersebut maka dilakukan berbagai upaya
dalam Implementasi Peraturan  Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Retribusi lzin Gangguan oleh
Kantor Kecamatan Parigi  Kabupaten
Pangandaran, yang antara lain : melakukan
pendataan  kepada  kegiatan  usaha
masyarakat serta melakukan pembinaan
kepada masyarakat yang diharapkan
pemahaman masyarakat meningkat selain
i dilakukan penambahan petugas dalam
melakukan  pemungutan  retribusi  izin
gangguan scrla  melakukan pengawasan
secara  tulin Kepada  petugas  pemungut
retribusi izin gangguan schingga setiap
permasalahan  yang  dihadapi  dapat
diselesaikan  dengan  cepat.  Begitupula
dengan hasil observasi yang dilakukan oleh
penulis bahwa ada upaya yang  terlihat
dilakukan antara lain melakukan pendataan
kepada masyarakat yang memiliki usaha
dan  melakukan  pengawasan  kepada
masyarakat selain itu petagas pelaksana

mendapatkan  pembinaan  dan  pelatihan
sehingga memiliki pengetahuan  dan
keterampilan dalam melaksanakan
tugasnya.
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Saran
Berdasarkan  kesimpulan  diatas, maka

saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Sebaiknya petugas dalam
mengimplementasikan  Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Retribusi Izin Gangguan oleh
Kantor Kecamatan Pangi Kabupaten
Pungandaran membaniu masyarakal yang
kesulitan dalam membual izin gangguan
serta melakukan pendataan kepada kegiatan
usaha  masyarakal serta  melakukan

pembinaan  kepada masyarakat  yang
diharapkan  pemahaman  masyarakat
meningkat.

2, Schaiknya dilakukan upaya melakukan
sosialisasi mengenai peningkatan

profesionalisme petugas melalui kegiatan
pelatihan  schingga dapat meningkatkan
kemampuan petugas dalam melaksanakan
fungsi dan perannya secara optimal dalam
mengimplementasikan  Peraturan  Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Retribusi Izin Gangguan oleh
Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten
Pangandaran.

3. Schaiknya dilakukan pendataan terhadap
kegiatan usaha masyarakat serta melakukan
pembinaan kepada masyarakat sehingga
masyarakat dapal memahami ketentuan
retribusi izin gangguan, selain it dilakukan

peningkatan  profesionalisme  pegawail
dengan meningkatkan pelaksanaan
pelatihan  sehingga  pegawai  dapat

melaksanakan tugasnya dengan baik.
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